
BUPATI KOITAWE SELATAN
PROVIISI SULAWESI TEITGGARA

PERATT'RAN BI'PATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 28 TAHUI{ 2017

IITMAI}IPUAN I(EUAITGAIY DAERAII UIYTT'K PEITEIYTUAIT PEMBERIA.IT
Tt IUAnGAI{ KOMUNTI(ASr rryTENSrF (TKII, TT I|JANGAN RtSrESi (TRl DAII

DA.![A OPERASTOnAL (DOl DPRD I(ABTTPATEN KOTTAWE SELATAN

DEITGAN RAIIMAT TT'IIAIT YAITG MAHA ESA
BI'PATI KOI|AWI SELIITAIT,

Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan

Pertanggungiawaban Dana Operasional;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan

Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian T\rnjangan

Komunikasi Intensif (TKI), Tunjangan Reses (TR) Dan Dana

Operasional (DO) DPRD Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

TENTANG



Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l.embaran

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor

03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN
PEMBERJAI{ TUNJANGAN KOMUNIKASI (TKI},
TUNJANGAN RESES (TRl DAI{ DANA OPERASIONAL (DOl
DPRD KABUPATEI{ XONAWE SELATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini Srang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerlntah Daerah Kabupaten Konawe

Seiatan;

3. Bupati adalah Bupati Konaw'e Selatan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe Selatan yang

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga penvakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah KabuPaten Konaw'e Selatan;

2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua

dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten' atau kota

sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan;

3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan

anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk

menentukankelompokKemampuanKeuanganDaerahyang
ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran

tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana

Operasional PimPinan DPRD;

B

BAB I
KETENTUAN UMUM



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentangPemerintahan Daerah (l-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota DPRD (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2077

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

201 7 Nomor 1 067) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun

2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2016 Nomor 12);



5

6

7

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan
setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan DpRD

dan anggota DPRD;

Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan

reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD;

Dana Operasional Pimpinan DPRD _vang selanjutnya disebut DO

adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD

untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan

representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan

pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa-l 2

Maksud pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan

kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi

Intensif (TKI), Tunjangan Reses (TR) dan Dana Operasional (DO) DPRD.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Kemampuan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2

adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi

Intensif (TKI), Tunjangan Reses (TR) dan Dana Operasionai (DO) DPRD'

BAB III
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok' yaitu:

a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah

B



Pasal 5

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan besaran pendapatan

umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara;

(21 Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum;

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur

sipil negara.

Pasal 6

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan

data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun

anggaran yang direncanakan;

(21 Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 7

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan sesuat

Pasal 5 ayat {2\ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2o17

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Dana operasional, dikelompokkan sebagai berikut:

a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miiyar rupiah)

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan

Rp550.000.000.000,00 (iima ratus lima puluh milyar rupiah)

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

c' di ba1-l,ah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milS,ar rupiah)

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah'



Pasal 8

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja pegawai Aparatur Sipil Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :

a PENDAPATAN UMUM DAERAH :

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah

Rp 31,536,8O0,666.0O

Rp 666,69a,O2a,OOO.oo

Rp 48,026,667,119.00

Rp 746,257,495,785.00

b. BELANJA APARATUR SIPIL NEGARA Rp 461,O98,O78,051.00

Pasal 9

(1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

adalah Rp 2a5,159,417,734.0O (Duarafits Delapanpuluh Lima Milgar

Seratus Lumapuluh Sembilan Juta Empat ratus Tujuh BElas Ribu T\tjuh

Rafits Tigapuluh Empat Rupiah);

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelal<sanaan dan

Pertanggungiawaban Dana Operasional, Kabupaten Konawe Selatan

termasuk ke dalam kelompok Keraanpuan Keuongatr Daerah Rendeh.

BAB III
RI'MUS PERIIITI'ITGAIT

Pasal 10

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota

DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi

ketua DPRD;

(2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan AngSota DPRD diberikan

paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD:

(3) DO ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang

representasi ketua DPRD dan DO wakil ketua DPRD masing-masing

disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang

representasi wakil ketua DPRD'



Pasal 8

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1) adalah :

a.

Rp 694,236,1 12,663.00

b. BELANJA APARATUR SIPIL NEGARA Rp 401,571,579,225.OO

Pasal 9

(1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

adalah Rp 292,664,533,43a.OO (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milgar

Enam Ratus Enampuluh Empat Juta Lima Ratus ngo Puluh Tiga Ribu

Empat Ratus ngapuluh Delapan Rupiah);

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan

Pertanggungiawaban Dana Operasional, Kabupaten Konawe Selatan

termasuk ke dalam kelompok Kemarnpuan Keuangaa Dacrah Rendah.

BAB III
RUMUS PERHITIJNGAN

Pasal 10

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota

DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi

ketua DPRD:

(2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan

paling banyak sebesar 3 (tiga) ka-li uang representasi ketua DPRD;

(3) DO ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang

representasi ketua DPRD dan DO wakil ketua DPRD masing-masing

disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang

representasi wakil ketua DPRD.

Rp 51,918,623,652.00

Rp 598,467,031,0O0.0O

Rp 43.850,458.01 1.0O

PENDAPATAN UMUM DAERAH :

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konavr.e

Selatan.

Ditetapkan di An
September 2017

SELATAN,

DANGGA g..

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal September 2017

AWE SELATAN,

M.Si
Madya, Gol. ivld

NIP. 19620730 198901 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR :A8
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